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PEMBAHASAN

A. Deskripsi Teori

1. Kontribusi
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution,
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun
sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu
yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau
kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disni dapat diartikan
sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap
besarnya belanja pembangunan daerah. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat
berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang
individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.
Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang
dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun

negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan
efisiensi dan efktifitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan

posisi perannya, sesuatu kemudian menjadi spesialis, agar lebih tepat sesuai



dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu
pemikiran, kepemimpinan, profesionalsme, finansial, dan lainnya.*

Jadi pengertian kontribusi tidaklah terbatas pada pemberian bantuan
berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan
tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala bentuk bantuan yang
Kiranya dapat membantu dan mendorong tercapainya sesuatu.

2. Remitansi

Remitan awalnya adalah segala jenis pengiriman uang, dimana si pengirim
tidak berada lagi di tempat tersebut. Dengan kata lain pengiriman uang
dikatakan remitan jika migran tidak di daerah itu. Kemudian, definisi remitan
semakin diperluas yaitu segala jenis pengiriman bukan hanya berbentuk uang
saja tetapi barang, hadiah, sumbangan, pelayanan, serta distribusi keuntungan
dan pembayaran komersial dari seseorang kepada orang lain melalui suatu
perantara. Sebenarnya secara sederhana remiten dapat diartikan sebagai
pengiriman uang, maka remiten adalah pengiriman uang dan barang dari
migran atau mover kepada anggota rumah tangga, saudara ataupun masyarakat
di daerah asal melalui jasa pengiriman baik menggunakan jasa perbankan atau
jasa pos.

Kategori remitan menurut International Monetary Fund (IMF) dibagi
menjadi tiga, yaitu:

1) Remiten pekerja atau transfer dalam bentuk cash dan sejenisnya dari

pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman.

! Anne Ahira dikutip dalam skripsi oleh N Yudi Bakti, Analisis Kontribusi Pemberian
Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Tahun
Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012.
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2) Kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau remunerasi
dalam bentuk cash atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang
bekerja di satu negara lain dimana keberadaan mereka adalah resmi, dan

3) Transfer uang seorang asing yang merujuk kepada trasnfer kapital dari aset
keuangan yang dibuat orang asing sebagai perpindahan dia dari satu

negara ke negara lainnya dan tinggal lebih dari satu tahun.

Remitansi mempunyai dampak positif bagi peningkatan keuangan inklusif,
beberapa kajian mengungkapkan remitansi sebagai bagian dari bentuk transfer
merupakan entry point keuangan inklusif. Dengan kemudahan melakukan
transfer dana, akan membantu mengarahkan unbanked menggunakan produk
dan layanan keuangan formal. Pengiriman uang dapat meningkatkan
permintaan untuk tabungan atau uang elektronik sebagai sarana untuk
menyimpan uang lebih aman. Selanjutnya, dengan tabungan dan uang
elektronik tersebut, track record unbanked dapat dimonitor dan dianalisa
untuk selanjutnya menjadi bagian penting dalam rangka pemberian

pembiayaan.

Meskipun biaya remitansi Indonesia cukup rendah dibanding rata-rata
dunia dan Asia, namun ditenggarai biaya keseluruhan untuk melakukan cash-
out cukup besar, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain karena Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) lebih memilih menggunakan sarana remitansi informal
akibat kurangnya pengetahuan remitansi yang benar, kurangnya outlet cash-

in formal yang berada dalam jangkauan TKI dan masih terbatasnya outlet
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cash-out sehingga membutuhkan biaya dan waktu, serta masih rendahnya

tingkat literasi keuangan TKI dan keluarganya.?

Remitansi bagi keluarga TKI merupakan pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari keluarga. Sebagian dari pendapatan TKI disisihkan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga di daerah asal yang TKI tanggung.
Semakin banyak jumlah keluarga yang ditanggung maka TKI akan

mengirimkan semakin banyak remitansi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Di kabupaten tulungagung sendiri pengiriman remitan setiap tahunnya
selalu mengalami peningkatan terbukti dengan data yang akan dipaparkan di
bawah ini, berikut merupakan hasi remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Kabupaten Tulungagung dalam beberapa periode:

No Tahun Bulan Perolehan Devisa (Milyar Rp)
1 Januari 33.020.791.546
2 Februari 29.771.301.799
3 Maret 32.602.225.593
4 April 32.928.824.007
5 Mei 33.790.878.759
6 2013 Juni 28.834.724.299
7 Juli 39.744.766.752
8 Agustus 20.714.078.559
9 September 22.520.258.997

10 Oktober 34.478.588.264

11 November 34.764.122.378

12 Desember 40.171.160.396

13 Januari 37.814.080.079

14 | 2014 Februari 33.457.532.725

15 Maret 32.312.206.303

2 www.bi.go.id, diakses tanggal 1 juli 2016
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16 April 40.839.256.276
17 Mei 34.781.082.332
18 Juni 38.358.950.362
19 Juli 43.678.952.350
20 Agustus 12.140.843.738
21 September 38.952.342.910
22 Oktober 18.629.414.930
23 November 18.117.300.840
24 Desember 7.318.017.475.793
25 Januari 19.246.535.655
26 Februari 5.505.685.154
27 Maret 27.201.825.468
28 April 21.504.784.869
29 Mei 21.581.667.657
30 2015 Juni 25.488.399.718
31 Juli 28.572.774.576
32 Agustus 16.972.714971
33 September 20.343.383 .946
34 Oktober 35.659.463.992
35 November 37.630.356.611
36 Desember 42.211.602.193

Sumber : Kantor Bank Indonesia Kediri

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai 2014
pengiriman transfer dari TKI mengalami peningkatan vyaitu dari
383.341.721.349 meningkat menjadi 7.667.099.438.638, dan memasuki tahun
2015 pengiriman transfer TKI mengalami penurunan jumlah transfer, pada

tahun 2015 jumlah transfer secara keseluruhan sebesar 301.919.194.810.

Apabila diambil rata-rata dari keseluruhan jumlah perolehan remitansi

Kabupaten Tulungagung dari tahun 2013-2015 vyaitu sejumlah Rp.
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232.010.009.855, dengan peningkatan pengiriman remitansi paling banyak

terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 7 triliun.

Jumlah remitansi atau pengiriman uang dari TKI di luar negeri ke
Kabupaten Tulungagung sebagaimana data Dinsosnakertran maupun Migran
Centre Tulungagung diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun lebih. Besarnya nilai
remitansi ini  mengasumsikan bahwa setiap tahunnya TKI mampu

menyumbang devisa sekitar Rp 3 miliar lebih.

Pengiriman remitansi oleh Tenaga Kerja Indonesia ini juga akan
menambah cadangan devisa, sehingga sering kita dengar bahwa TKI
merupakan pahlawan devisa, karena kontribusi TKI merupakan yang tertinggi

diantara yang lainnya.

Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan untuk membiayai
transaksi perdagangan internasional. Devisa biasanya berada di bawah
pengawasan otoritas moneter. Dalam hal ini, bank sentral yang ada di suatu
negara.

Dalam ekonomi islam, sejak zaman Rasulullah sampai Khulafaur
Rasyidin, devisa digunakan sebagai alat pembayaran resmi. Dinar dan dirham
dari Romawi dan Persia tidak mengalami hambatan apa pun untuk keluar
masuk. Sistem devisa bebas diterapkan, tetapi inflasi terkontrol dan kurs dinar
tetap 10 dirham.

Dengan sistem devisa bebas, penawaran menjadi elastis dan pasar

gelap tidak akan terjadi, padahal pasar gelap akan mendorong terjadinya
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kolusi, korupsi, penyelundupan, dan maraknya devisa palsu. Inflasi pun tidak
terjadi karena sumber utamanya, yaitu ekspansi moneter tidak di lakukan, baik
melalui percetakan uang maupun defisit anggaran. Inflasi hanya terjadi ketika
persediaan barang berkurang saat paceklik atau peperangan.

Salah satu kekhawatiran para ekonom terhadap sistem devisa bebas
adalah terjadinya pelarian modal seara besar-besaran ke luar negeri yang
selanjutnya akan membuat nilai tukar rupiah makin terpuruk.’

Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri, terutama untuk
membiayai impor, membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya,
transaksi internasional lainnya, dan menjadi penjamin nilai rupiah.

Valuta asing atau valas (foreign exchange) itu sendiri diartikan sebagai
mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk
melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional
atau luar negeri. Valas biasanya memiliki catatan kurs resmi pada bank sentral
negara yang bersangkutan.

Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan
hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut hard
currency. Adapun mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran
dan kesatuan hitung karena nilainya yang relative tidak stabil disebut self
currency.

Jumlah valas yang dimiliki oleh pemerintah swasta dari suatu negara

disebut juga cadangan devisa. Cadangan devisa suatu negara terdiri atas

*Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani
press, 2001), hal. 34.
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cadangan devisa resmi (official forex reserve) dan cadangan devisa nasional

(country forex resereve).

Cadangan devisa resmi atau cadangan devisa bersih merupakan jumlah
valas yang benar-benar menjadi milik Bl yang diperoleh dari pengurangan
aktiva luar negeri bruto dengan kewajiban-kewajiban Bank Sentral dalam
Valas, antara lain sebagai berikut:

a. Gross liability, yaitu kewajiban dalam valas dengan masa jatuh tempo
sampai dengan setahun (termasuk penggunaan dana IMF).

b. Net-forward position, yaitu kewajiban Bank Indonesia dalam valas
terhadap penduduk (residents) dan bukan penduduk (non-resdents) dalam
bentuk transaksi forward (transaksi saat penyerahan barang dan surat
berharga pada tanggal tertentu dengan harga yang tetap)

c. Devisa perbankan yang ada apa Bl dalam memenuhi ketentuan giro wajib
minimum (GMW) valas.

Cadangan devisa nasional merupakan penjumlahan cadanngan devisa
milik pemerintah dan cadangan devisa yang dimiliiki oleh bank-bank devisa.*

Alasan utama suatu negara memegang cadangan devisa adalah untuk
membiayai kewajiban internasionalnya dan mengurangi ketidak seimbangan
dalam pembayaran internasional yang dapat diperkirakan, misalnya akibat dari
tindakan para spekulan internasional. Besar kecilnya jumlah cadangan devisa

yang dipegang dipengaruhi oleh beberapa faktor anatara lain:

*Imamul Arifin, Giana Hadi W, Membuka Cakrawala Ekonomi, (Bandung : PT Grafindo
Media Pratama, 2007), hal. 80-81
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1. Ukuran perekonomian, dimana transaksi internasional akan meningkat
searah dengan membesarnya perekonomian, maka cadangan devisa
diharapkan akan meningkat bersama dengan pertambahan populasi dan
pendapatan perkapita.

2. Kerawanan neraca transaksi berjalan, yaitu semakin terbuka suatu
perekonomian maka akan semakin rawan terhadap guncangan eksternal,
sehingga keterbukaan perekonomian harus diikuti dengan cadangan devisa
yang lebih besar.

3. Kerawanan neraca modal, yaitu dengan semakin terbukannya sistem
keuangan suatu perekonomian maka semakin tinggi kerawanannya
terhadap krisis keuangan, suatu perekonomian maka semakin tinggi
kerawanannya terhadap krisis keuangan, sehingga menuntut cadangan
devisa yang lebih bannyak.

4. Fleksibilitas nilai tukar, dengan semakin besarnya fleksibilitas nilai tukar
akan mengurangi kebutuhan devisa karena Bank Sentral tidak perlu lagi
memiliki sejumlah besar stok cadangan devisa untuk mempertankan
tingkat nilai tukar yang ditetapkan.

5. Opportunity cost, yaitu biaya oportunitas memegang cadangan adalah
perbedaan antara keuntungan memegang cadangan devisa dan
produktivitas marjinal dari investasi lainnya. Semakin besar biaya
oportunitas, semakin rendah tingkat cadangan devisa.

Dalam beberapa literature cadangan devisa pada dasarnya dibutuhkan

antara lain sebagai garansi pembayaran impor, cicilan utang dan bunga, serta
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pendukung stabilitas nilai tukar. Sehingga cadangan devisa yang optimal
adalah cadangan devisa yang tinggi dapat mengandung biaya sekaligus
bermanfaat. Manfaat yang ditimbulkan adalah cadangan devisa yang tinggi
akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, menurunkan biaya
peminjaman, dan membatasi tekanan perubahan sentiment pasar.

Menurut World Investment Report 2003, kondisi cadangan devisa suatu
perekonomian dapat dinilai dari parameter (WIR 2003). Parameter tersebut
adalah rasio adalah rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio cadangan
devisa terhadap hutang luar negeri jangka pendek, dan rasio cadangan devisa
terhadap jumlah uang beredar dalam arti luas (broad money). Rasio cadangan
devisa terhadap impor menunjukkan berapa bulan impor dapat dibiayai oleh
cadangan devisa, sedangkan rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri
jangka pendek merupakan indikator kemampuan perekonomian untuk
membayar utang luar negeri yang jatuh tempo jika kondisi keuangan negara
menurun. Sementara itu, rasio cadangan devisa terhadap uang beredar dalam
arti luas atau M2 (likuiditas perekonomian) merupakan indikator kecukupan
cadangan devisa apabila terjadi krisis keuangan karena merefleksikan potensi
pelarian modal (capital flight) penduduk suatu negara dari mata uang
domestik.

Untuk kasus Indonesia, posisi cadangan devisa merupakan salah satu
wewenang kebijakan yang dipegang oleh Bank Indonesia sebagai pengatur
lalu lintas pembayaran internassional. ldealnya cadangan devisa negara seperti

Indonesia yang merupakan small open economy dengan utang luar negeri dan
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dana jangka pendek yang cukup besar mestinya tidak dapat memenuhi
kebutuhan impornya saja, namun juga kewajiban internasional jangka pendek
lainnya agar fluktuasi mata uang tidak menggoncang perekonomian. Dengan
demikian cadangan devisa diharpkan akan dapat memenuhi impor (3 bulan),
kewajiban jangka pendek, potensi dana jangka pendek yang keluar dan juga
potensi terjadinya capital flight. Di mana tentu saja tidak mungkin bagi negara
seperti Indonesia memenuhinya pada saat ini. Untuk itu internasional reserves
akan dapat memenuhi impor paling tidak 3 bulan dan kewajiban jangka
pendek 1 tahun.’

Indikator lain untuk mengetahui sekuat apa cadangan devisa dapat
menyokong perekonomian adalah posisi cadangan devisa relative terhadap
utang luar negeri. Sebaiknya posisi cadangan devisa relative seimbang dengan
total utang luar negeri. Indikator lain untuk melihat kemampuan cadangan
devisa adalah seberapa lama cadangan devisa mampu memenuhi kewajiban
luar negeri Indonesia dalam hal impor sekaligus membayar cicilan utang dan
bunganya.

Dari perolehan devisa negara dari berbagai sektor diharapkan mampu
meningkatkan pertumbuhan perekonoomian. Sehingga mampu
mensejahterakan masyarakat.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja

manusia (labour) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul,

>Sri Adiningsih, Satu Dekade Pasca — Krisis Indonesia, (Yoyakarta:Penerbit Kanisius,
2008), hal. 85-86
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menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksud
di sini memang bukanlah sekedar labour atau tenaga kerja saja, tetapi lebih
luas lagi, yaitu human resources (Sumber Daya Manusia). Istilah human
resoures atau sumber daya manusia itu, tidak saja mencangkup tenaga fisik
atau tenaga kerja jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau
kemammpuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga yang
tidak terdidik, tidak saja tenaga yang terampil tetapi juga yang tidak terampil.
Oleh karena itu, benarlah jika ada orang yang mengatakan bahwa kualitas atau
mutu sumber daya manusia suatu bangsa itu tergantung pada kualitas atau
mutu ketagwaan, kesehatan, kekuatan fisik, pendidikan, serta kecakapan
penduduknya.®

Pengertian tenaga kerja menurut UU 13 tahun 2003 tenaga kerja adalah:
“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.”

Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja (manpower) adalah penduduk
yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang
melaksanakan kegiatan lain seperit bersekolah dan mengurus rumah tangga.
Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh

umur atau usia.’

®Suherman Rosyidi, Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan
Makro, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 56.

"Sedjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta, PT
Rineka Ipta, Cet.1l, 1995), hal. 3.
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Tenaga kerja (manpower) tediri dari angkatan kerja dan bukan tenaga
kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari:

1. Golongan yang bekerja

2. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

1. Golongan yang bersekolah

2. Golongan yang mengurus rumah tangga, dan

3. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau
terutama bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka
yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong
dalam lain-lain ini ada 2 macam, yaitu:

a. Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu
kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan
pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik.

b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut
usia (Jompo), cacat atau sakit kronis.

Jadi tenaga kerja mencakup siapa-siapa saja yang dikategorikan sebagai
angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan
angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja

(pengangguran).®

8Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Medan: USU Press, 2010),
hal. 5-6

21



Bidang ketenagakrjaan sangat penting dalam proses pembangunan, karena
berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas Kabupaten Tulungagung sampai pada tahun 2013 yang masuk
kelompok angkatan kerja sebanyak 541.138 orang, bukan angkatan kerja
sebanyak 216.680 orang. Penduduk yang masuk kategori bukan angkatan
kerja, persentase terbanyak ada di kelompok mengurus rumah tangga yaitu
untuk laki-laki sebanyak 2,48 persen dan perempuan sebanyak 29,20 persen.

Tenaga kerja Indonesia berpendidikan sangat rendah, umumnya sampai
dengan sekolah dasar (sekitar 80%). Selain itu, tenaga kerja lulusan perguruan
tinggi dalam negeri pada umumnya kalah bersaing dengan lulusan luar negeri.
Tenaga kerja professional dari luar negeri akan bebas mencari pekerjaan di
Indonesia. Dengan demikian, lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja
profesional di Indonesia, seperti arsitektur, kedokteran, keuangan, dan
perminyakan akan bebas bersaing dengan tenaga kerja Indonesia untuk
memperoleh pekerjaan tersebut. Oleh Karena itu, dunia pendidikan sangat
berperan penting dalam meningkatkan kuallitasnya agar tenaga Kkerja
Indonesia kompetitif baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukan merupakan
hal baru, melainkan sudah terjadi kurang lebih satu abad yang lalu, dengan
dorongan sosiologis dan latar belakang, serta kebijakan politik yang berbeda.
Sejak abad XIX, tenaga kerja Indonesia telah tersebar hingga Suriname, New
Caledonia, Thailand, dan Serawak dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu

orang yang bekerja sebagai kuli kontrak.
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Migrasi tenaga kerja Indonsia ke luar negeri juga terjadi secara tradisional
karena kondisi geografis yang mendukung. Di wilayah perbatasan yang dapat
ditmpuh dengan jalan darat atau dengan perahu-perahu kecil, sejak lama orang
maura, bawean, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain secara tradisional telah
melakukan migrasi ke Malaysia, singapura, dan brunei darussalam. Dengan
relasi personalnya, hingga kini mereka sering berperan dalam mengajak
sejawatnya masuk ke ngara-negara tersebut untuk bekerja.

Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia telah membawa
keterpurukan dan menghancurkan hampir seluruh sektor kehidupan. Banyak
perusahaan pailit dan mau tidak mau harus memutuskan hubungan kerja
dengan ribuan buruhnya. Jatuhnya nilai tukar rupiah menambah lumpuhnya
usaha di sektor riil. Pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan tajam
yang sangat drastis.’

Dan dengan adanya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan
ribuan buruhnya, ini akan mensinyalir meningkatnya pengangguran. Dan
untuk mengatasi persoalan ini, penempatan tenaga kerja Indonsia (TKI) ke
luar negeri merupakan salah satu alternatif. Selain memberikan kesempatan
kerja yang tidak tersedia di dalam negeri, hal tersebut juga dapat mengurangi
pengangguran.

Jumlah TKI ke luar negeri tidak hanya terbatas pada TKI legal yang
berdokumen (documented) saja, tetapi juga banyak TKI ke luar negeri yang

tidak berdokumen (undocumented). Tidak ada data pasti yang dapat dirujuk,

°Rita Hanafi, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Yogyakarta : CV, Andi Offset, 2010), hal.
81-82.
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namun menurut perkiraan Direjen Binapenta, jumlahnya hampir sebanding
dengan jumlah penempatan resmi, baik di Asia Pasifik, Timur Tengah,
Amerika, maupun Eropa.

Menurut Fahmi Idris, mantan menteri tenaga kerja pada kabinet persatuan,
pengiriman TKI ke luar negeri akan memasok devisa sangat besar bagi negara.
Dan program penempatan TKI ke luar negeri menduduki peringkat pertama
perolehan devisa, bahkan mengalahkan sektor migas.

Di balik data keberhasilan dalam pengumpulan devisa, ternyata menurut
laporan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, ada banyak cerita
duka dan permasalahan yang sangat kompleks menyertai penempatan TKI ke
luar negeri, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, mulai
saat rekruitmen, di penampungan, sampai di negara tujuan, hingga pulang
kembali ke rumah di daerah asal masing-masing. Pada saat rekrutmen, mereka
mengalami masalah, seperti penipuan oleh calo, pungutan uang yang cukup
besar tanpa diketahui standar yang pasti, pemalsuan ijazah dan identitas diri,
tidak meemahami isi perjanjian kerja, tanpa kelengkapan dokumen, serta
recruiting sebelum adanya permintaan dari negara penerima.

Menghadapi permasalahan ini, peran pemerintah pusat lebih-lebih
pemerintah daerah belum optimal dalam mengembangkan sistem kebijakan
pengelolaan TKI yang berbasis pada perlindungan TKI dan anggota

keluarganya. Orientasi kebijakan pemerintah pusat terhadap penempatan TKI
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masih sangat sentralistik dan hanya berorientasi pada besarnya devisa yang

dapat diambil oleh pemerintah pusat.®™

Pertumbuhan Ekonomi
. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan
pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan
perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Menurut Schumpeter,
pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang
disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan
tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan,
pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju
untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara
yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Apapun istilah dan definisinya, yang pasti adalah bahwa pertumbuhan
ekonomi mengkaitkan dan menghitung antara tingkat pendapatan nasional dari
satu periode berikutnya. Angka pertumbuhan ekonomi umumnya dalam
bentuk prosentasi dan bernilai positif, tapi juga mungkin saja bernilai negatif
(misalkan saja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus sekitar 4%-

6%). Negatifnya pertumbuhan ekonomi tentu saja disebabkan adanya

19 1hid, hal. 82-83.
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penurunan yang lebih besar dari pendapatan nasional tahun berikutnya
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.™

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) mencerminkan perubahan
dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi adalah
suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestic bruto dari suatu
negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila
persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu periode lebih
besar dari periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai
penghitungan persentasenya terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi,
pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB
suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.*?

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang umumnya digunakan negara
berkembang untuk menunjukkan perkembangan ekonomi di negaranya.
Indonesia pada era 1980-1990 sempat masuk dalam keajaiban asia timur
dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil dalam
kurun waktu lama. Tapi keajaiban asia timur bagi indonesia berbeda dengan
negara seperti korea selatan. Korea selatan memiliki SDM yang berkualitas
dilihat dari rata-rata tingkat peendidikan dibanding Indonesia.

Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi tidak akan
berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia tidak ditambah. Sumber

ekonomi yang penting adalah modal, tanah, sumber daya manusia, sumber

1skandar Putong, Ekonomi Makro: Pengantar untuk dasar-dasar ilmu Ekonomi Makro,
(TP, 2015), hal. 141.
12 Alam S, Ekonomi, (Jakarta: esis, 2006), hal. 25
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tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sistem tersebut
dapat diwujukan dalam sebuah sistem ekonomi, lebih banyaklah aktivitas
pengeluaran dapat dijalankan. Aktivitas pengeluaran pula dapat mewujukan
lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan baru dapat pula
menambah daya beli masyarakat. Dan ini akan meningkatkan permintaan
masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.*®

Tetapi, gagasan pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak tanpa kesulitan.
Kesulitannya tidak terutama menyangkut manfaatnya sebagai alat ukur yang
efektif bagi perbaikan taraf hidup masyarakat, melainkan menyangkut
motifnya yang terdalam.Gagasan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai
ukuran  keberhasilan  pemerintah  dalam  mengembangkan ekonomi
negaranya.**

b. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor
ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung
pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, tekonologi, dan
sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan
ekonomi tidak mungkin terjadi selama, kondisi politik, dan nilai-nilai moral
dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan, lembaga sosial,
sikap budaya, nilai moral, kondisi moral, kondisi politik dan kelembagaan

merupakan faktor nonekonomi. Dalam suatu studinya, Professor Bauer

3Ahmad Shukri Moh Nain, Konsep, Teori, Dimensi, Dan Isu Pembangunan, (Skudai:
Univrsitas Teknologi Malaysia, 2003), hal. 21-22.

¥“Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi:Upaya Mencari Kesejahteaan Bersama, (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2008), hal.137

27



menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat,
kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilali,
tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan.®™
Ada dua faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1) Faktor internal
Lambatnya pemulihan ekonomi nasional lebih disebabakan kondisi politik,
sosial, dan keamanan di dalam negeri. Pemulihan ekonomi Indonesia
berjalan lambat karena proses perbaikan ekonomi nasional tidak disertai
kestabilan politik dan kemanan yang memadai, penyelesaian konflik
sosial, serta kepastian hukum.
2) Faktor eksternal
Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau perekonomian
dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung
pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap
prospek pertumbuhan ekspor dan investasi asing alam negeri.*®
c. Teori-teori pertumbuhan ekonomi
Dalam banyak strategi pembangunan khususnya di negara sedang
berkembang, orientasi kemajuan ekonomi di arahkan pada pencapaian
pembangunan ekonomi yang tinggi. Menurut Nafziger kedua istilah tersebut
memiliki pengertian yang berbeda. Dalam hal ini pembangunan ekonomi

mengacu pada pertumbuhan ekonomi disertai oleh perubahan dalam distribusi

M. L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: Rajawali Pers
2012), hal. 67.

*Tri Siwi Nugraharani dan Dian Hiftiami Tarioko, Jurnal Pertumbuhan Ekonomi,
Investasi Domestik dan Ekspor Antara Sebelum dan Sesudah Krisis, Hal. 4
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output dan struktur ekonomi. Perubahan ini meliputi peningkatan tingkat
kesejahteraan hidup masyarakat dari kondisi kemiskinan; penurunan
kontribusi sektor pertanian dalam GNP dan terjadinya peningkatan kontribusi
sektor industri dan jasa dalam GNP; peningkatan pendidikan dan keterampilan
tenaga kerja; dan kemajuan teknis substansial yang berasal dari dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi atau pendapataan
per kapita suatu negara. Produksi biasanya diukur dengan produk nasional
bruto (GNP) atau pendapatan nasional bruto (GNI) yang digunakan secara
bergantian. GNP atau GNI tersebut merupakan total output suatu
perekonomian dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam
perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pencapaian output dari waktu ke
waktu yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Menurut
Barrow dan Martin (2004:5) dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu
negara maka hal tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kinerja
(performance)  perekonomian suatu negara dibandingkan  dengan
perekonomian negara lainnya. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan ekonomi negara tersebut.
Sebaliknya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah
mencerminkan keterbatasan kemampuan perekonomian suatu negara dalam
menghasilkan output pereokonomian.

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan menggabungkan faktor

produksi yang ada ke dalam kegiatan ekonomi yang berkembang. Terkait
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dengan proses pencapaian ekonomi tersebut Kaldor (1963) mengungkapkan

enam kondisi stylized fact yang perlu diperhatikan.'’

1) Output per kapita mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dan
pertumbuhannya tidak mengalami penurunan.

2) Modal fisik setiap pekerja mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu.

3) Tingkat pengembangan modal (rate of return to capital) mendekati
normal.

4) Rasio modal fisik terhadap output mendekati konstan.

5) Kontribusi tenaga kerja dan modal fisik (physical capital) pendapatan
nasional mendekati normal.

6) Tingkat pertumbuhan output per pekerja berbeda secara substansial di

berbagai negara.

Dalam teori ekonomi banyak teori-teori dan model-model mengenai
pertumbuhan ekonomi baik yang berasal dari mashab klasik, noklasik maupun
yang modern (Keynesian). Teori pertumbuhan ekonomi yang masih relevan
hingga kini misalnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik dari Adam
Smith dan David Ricardo, alasannya teori pertumbuhan ekonomi dari mashab
klasik ini beertumpu pada kekuatan modal dan SDM sebagai tulang punggung
peningkatan pendapatan nasional. Teori lain tentang pertumbuhan ekonomi
misalnya adalah teori peertumbuhan ekonomi berimbang dan tak berimbang,

model pertumbuhan Harrod-Domar yang mengandalkan tabungan dan modal

YChristea Frisdiantara, Imam Mukhlis, Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis
dan Empiris, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal. 50-51.
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sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi model pertumbuhan neoklasik dari

Meade dan lain sebagainya.

Pada umumnya semua teori dan model yang dikemukakan oleh para
pelopor teori ekonomi di atas bertujuan menjelaskan dan “menyarankan”
tentang bagaimana mengelola sumber daya (manusia, alam dan teknologi)
agar perekonomian dapat berjalan dengan mantap dan stabil sesuai dengan
kekuatan dan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Meskipun pada
kenyataannya kebanyakan dari teori pertumbuhan ekonomi hanya sebatas
pada kajian ilmiah karena sukar untuk dilaksanakan (umumnya disebabkan
oleh asumsi dan penyederhanaan telaah), namun pada kasus tertentu bagian
dari teori tersebut sering disitir/dicuplik untuk menguatkan pendapat, misalnya
teori pertumbuhan tak berimbang yang dijadikan tameng untuk pembangunan

yang menganut konsep Trikledown effect dan lain sebagainya.*®

Selama ini aspek pertumbuhan ekonomi memegang peranan terpenting
selaku indikator pembangunan suatu negara. Bahkan tidak jarang
pertumbuhan ekonomi diidentikkan pula dengan kesejahteraan tingkat
kehidupan. Beberapa tahun terakhir ini barudisadari bahwa hal ini tidak benar
Aspek komponen pertumbuhan ekonomi ini perkiraan produk domestik bruto

(atau komponen-komponennya, seperti konsumsi, tabungan, investasi,

'8|skandar Putong, Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (T.P, 2015), hal.
152-153.

31



pengeluaaran pemerintah, dan sebagainya), masih memegang peranan

penting.™

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu
kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan
pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar
dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya,
harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan.
Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka
dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan
balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut
(tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat
menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah
selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersbut
juga oleh seberapa besar terjadi transferpayment, yaitu bagian pendapatan
yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.
Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat,
yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber dari intern perekonomian
tersebut”. Ketentuan yang terakhir ini sangat penting diperhatikan dalam
ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan

tetapi pertubuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan dari pemerintah pusat

®Hadi Soesastro, dkk, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam
Setengah Abad Terakhir Buku 3, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2005),
hal.193.
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dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam

kondisi seperti itu sulit dikatakan ekonomi wilayah itu bertumbuh.

Teori yang membicarakan pertumbuhan regional ini dimulai dari teori
yang dikutip dari ekonomi makro atau ekonomi pembangunan dengan
mengubah batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya,
dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional.
Apabila dalam ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, istilah ekspor atau
impor adalah perdagangan dengan luar negeri maka dalam ekonomi regional
hal itu berarti perdaganngan deengan luar wilayah (termasuk perdagangan
dengan luar negeri). Teori ekonomi yang dikutip dari ekonomi makro adalah
berlaku untuk ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk
wilayah yang bersangkutan. Jadi, tidak mungkin mengabaikan teori tersebut,
walaupun yang dibahas adalah suatu wilayah tertentu. Namun demikian,
dalam penerapannya harus dikaitkan dengan ruang lingkup wilayah
operasinya, misalnya arah tidak memiliki wewenang untuk membuat
kebijakan fiskal dan moneter, wilayah bersifat lebih terbuka dalam pergerakan
orang dan barang. Dalam teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi
regional, antara lain akan dibahas pengklasifikasian pendapatan dari satu
daerahdan faktor-faktor apa yang menunjang peningkatan pendapatan daerah
tersebut. Teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional cukup
banyak, disini hanya dikutip beberapa teori yang langsung terkait dengan
kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Teori yang akan

dibahas adalah teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Solow-Swam,
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1)

dan teori jalur cepat (Turnpike). Sedangkan teori yang langsung terkait dengan
ekonomi regional akan dibahas teori basis-ekspor dan model interregional.

Dua teori yang disebut terakhir dikembangkan asli dalam ekonomi regional.?

Teori Ekonomi Klasik

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis
sehingga dijuluki sebagai bapak ekonomi adalah adam smith (1723-1790)
yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya An Inquiry Into The Nature
and Causes of The Wealth of Nations (1776). Inti ajaran smith adalah agar
masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan
ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem
ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada
kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai
tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stasioner terjadi apabila
sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan. Kalaupun ada
pengangguran, hal itu bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu mencampuri
urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan
menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam
perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan
produksi dan jasa. Peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat “aturan main” yang

memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Dalam hal

% Robinson Tarigan, Ekonomi Regional:Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2009), hal. 46-60.
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ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta
menjadi lancar. Pengusaha perlu mendapat keuntungan yang memadai (tidak
hanya keuntungan minimum) agar dapat mengakumulasi modal dan membuat
investasi baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru. Terhadap
pemikiran Smith, perlu dicatat pendapat Joseph Scumpeter (1911 dalam
Bahasa jerman. 1934 dalam Bahasa inggris), yang mengatakan bahwa posisi

stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi.

Sebagai akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932, pandangan Smith
kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan
bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu
menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah),
kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan
pengawasan langsung. Ahli ekonomi setelah itu ada yang mendukung dan
memperluas pandangan Smith dan ada yang mendukung dan memperluas

pandangan Keynes.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dari teori Smith, pandangannya
masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan
ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah
adalah memberi kebebasan kepada setiap orang atau badan untuk berusaha
(pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan yang menghambat
pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih
tinggi dari daerah lainnya sehingga pengusaha enggan berusaha di daerah

tersebut; menjaga keamanaan dan ketertiban sehingga relativ aman untuk
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2)

berusaha; menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha
dapat beroperasi dengan efisien serta tidak membuat prosedur penanaman
modal yang rumit; berusaha menciptakan iklim yang kondusif sehingga
investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Walaupun tidak
dinyatakan secara eksplisit, teori Smith akan tumbuh subur pada kondisi pasar
sempurna. Kondisi pasar mengarah ke kondisi pasar sempurna. Pemda tidak
memberi hak monopoli (penjual tunggal) atau monopsoni (pembeli tunggal)
kepada pihak swasta atas dasar lisensi, serta informasi tentang pasar

disebarluaskan kepada masyarakat.

Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F.
Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amrika Serikat. Di
antara mereka mengguanakan proses perhitungan yang berbeda tetapi
memberikan hasil yangsama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide
yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori
Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis)
sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi
dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:
a. Perekonomian bersifat tertutup
b. Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan.
c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale),

serta
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d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan

tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut. Harrod-Domar membuat
analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap
(seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai

apabila terpenuhi syarat-syarat kesimbangan sebagai berikut.

g=k=n

Di mana; g = Growth (tingkat pertumbuhan output)
k = Capital (tingkat pertumbuhan modal)
n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (s) dan investasi (i)
harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk
menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capitaloutputratio = rasio

modal output).

Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga
kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak. Pada model ini arus
modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya
secara seimbang. Dalam praktiknya daerah yang pertumbuhannya tinggi
(daerah yang maju) akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain

yang pertumbuhannya rendah dan hal ini membuat pertumbuhan antar daerah
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3)

menjadi pincang. Artinya, daerah yang maju kian maju dan yang terbelakang

akan makin ketinggalan.

Jadi, pertumbuhan antar daerah akan mengarah kepada heterogeneus
(makin pincang). Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah
yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarnya sangat sulit.
Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit
melakukan konversi antara barang modal dengan tenaga kerja. Untuk wilayah
seperti itu, bagi sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang
menguntungkan untuk diekspor (karena biaya angkut tinggi atau produk tidak
tahan lama) maka peningkatan produksi secara berlebihan mengakibatkan
produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga turun drastis sehingga
merugikan produsen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan
berbagai sektor secara seimbang. Dengan demikian, pertambahan produksi di

satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang.

Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970)
dari Amerika Serikat dan T.W. Swam (1956)dari Australia. Model Solow-
Swam menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital,
kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan
utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan
teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swam menggunakan model
fungsi produksi yang memungkinkan adanya subtitusi antara kapital (k) dan

tenaga kerja (i). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan yang
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mantap dalam model Solow-Swam kurang restriktif disebabkan kemungkinan
substitusiantara modal dan tenaga Kkerja. Hal ini berarti adanya
fleksibilitasdalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori
Solow-Swam melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat
menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak
mencampuri atau mempengaruhi pasar.

Teori Neoklasik sebagai penerus teori klasik menganjurkan agar kemudian
selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar
sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam model
ekonomi klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan
dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal.
Demikian pula model neoklasik sangat meemperhatikan faktor kemajuan
teknik, yang dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM).

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson
(1955). Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa
yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik
karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage
untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor
tersbut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi
dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian

juga cukup besar.
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Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait
dan saling mendukung. Misalnya adalah usaha pengangkutan dan usaha
perbengkelan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong
pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan
kebijakan jalur cepat (turnpike), dan mensinergikannya dengan sektor lain
yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

Teori Basis Ekspor Richardson

Teori basis ekspor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi
regional. Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout. Teori ini membagi
kegiatan produktif atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah
atas; pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan), untuk
menghindari kesalahpahaman diseebut saja nonbasis. Kegiatan basis adalah
kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal
perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis
pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis, sedangkan pekerjaan
service (nonbasis) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di
daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada
kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat
endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada
kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan
antara Richardson dan Tiebout dalam teori basis adalah Tiebout melihatnya

dari sisi produksi sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran.
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Walaupun teori basis ekspor (export base theory) adalah yang paling
sederhana dalam membicarakan unsur-unsur pendapatan daerah, tetapi dapat
memberikan kerangka teoritis bagi banyak studi empiris tentang multiplier
regional. Jadi, teori ini memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan
regional walaupun dalam kenyataannya perlu dilengkapi dengan kebijakan
lain agar bisa digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang
komprehensif.

Teori basis ekspor membuat asumsi pokokbahwa ekspor adalah satu-
satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran. Artinya semua unsur
pengeluaran lain terkait (dependen) terhadap pendapatan. Secara tidak
langsung hal ini berarti di luar pertambahan alamiah, hanya peningkatan
ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena
sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah.
Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan
meningkat.

Model Pertumbuhan Interregional (Perluasan Dari Teori Basis)

Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan
menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu, model basis ekspor
hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memerhatikan dampak dari daerah
tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah
sebabnya dinamakan model interregional. Dalam model ini diasumsikan
bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat

eksogen.
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Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia dapat dijelaskan melalui
perkembangan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja
pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipengaruhi baik dari faktor
internal maupun eksternal.?

Masalah Pertumbuhan Ekonomi Tulungagung

Dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 2007 telah membawa
sebagian besar masyarakat pada kondisi kehidupan sosial ekonomi yang
semakin memprihatikan, hal ini ditandai dengan meningkatnya pengangguran,
harga barang meningkat daya beli rendah.

Dalam kondisi yang demikian pemerintah melalui kebijakan anggaran
negara memberikan perlindungan dan perlindungan serta memulihkan kondisi
sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan dimaksud dengan mengarahkan alokasi belanja rutin yangditujukan
pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan pada program proyek

prasarana pemulihan kegiatan perekonomian nasional.

Perekonomian Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan angka

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh upaya mempertahankan

lahan pertanian, pengelolaan sektor-sektor andalan secara optimal dan sumber

daya manusia yang berkualitas. Ditandai dengan indeks pembangunan manusia

(IPM) yang meningkat, sehingga Kabupaten Tulungagung dapat mewujukan

pertumbuhan ekonomi yang baik. Demikian diungkapkan kepala Bappeda

Z'Hadi Soesastro, dkk, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam

Setengah Abad Terakhir Buku 3, hal. 70
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Kabupaten Tulungagung Subardjo dalam forum rapat koordinasi kelompok kerja

teknis BKPRN di Jakarta.??

Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya-karya penelitian yang membahas tentang remitansi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik berupa jurnal, skripsi, thesis, antara lain:

Dyah Kumalasari dari Fakultas Sosial dan Ekonomi Unversitas Negeri
Yogyakarta “Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Pengaruhnya Terhadap
Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di
Kabupaten Sleman” 2008, dapat di Tarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian
menunjukkan minat TKW di daerah Sleman cukup tinggi. Alasan utama para
TKW memilih profesi tersebut terutama karena alasan ekonomi. Para suami yang
tidak bekerja atau jika bekerjapun dengan penghasilan yang relatif masih kurang
akhirnya dengan terpaksa mengijinkan istrinya bekerja sebagai TKW. Pilihan
pekerjaan ini akhirnya mengorbankan fungsi istri sekaligus ibu yang berperan
penting dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dampak paling dirasakan
bagi anak-anak para TKW adalah hilangnya perhatian orangtua khususnya ibu
secara emosional dalam mendukung pendidikan formal mereka. Motivasi dan
dorongan untuk belajar lebih lanjut tidak didapatkan ketika para ibu memilih
bekerja sebagai TKW. Ironis sekali sementara alasan para TKW ini bekerja adalah
untuk kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Tavi Supriana, Fakultas Pertanian, Universutas Sumatra Utara “Peran Usaha

Tenaga Kerja Indoneesia (TKI) Purna Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal

2 Mohamad Bastomi, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, (Malang:
Makalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013)
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dan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha TKI Purna di Provinsi
Sumatera Utara” 2009, dapat di Tarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu TKI
Purna berperan terhadap perluasan kesempatan kerja. Dengan asumsi setiap TKI
yang ditempatkan membuka usaha, tingkat pengangguran di Sumatera Utara tahun
2008 berkurang sebesar 20,53%; usaha TKI Purna berperan terhadap
pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang jasa, industri, perdagangan, dan
pertanian/peternakan serta berperan dalam pengembangan ekonomi lokal (Local
Economic Development/LED); usaha TKI Purna menciptakan pendapatan baik
untuk pengusaha maupun pekerja dan sektor-sektor lain yang mendukungnya.
Selain itu, dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri secara makro
mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan. Pendapatan dari usaha dan
dana remitansi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dra. Mita Noveria, MA, Program intensif Penelitian dan Rekayasa LIPI
“Pekerja Migran Di Luar Negeri dan Dampak Terhadap Kehidupan Dan Daerah
Asal” 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak migrasi TKI
terhadap daerah asal tidak hanya memberikan manfaat bagi migran dan
keluarganya, akan tetapi juga bagi daerah asal. Manfaat tersebut dirasakan mulai
dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Hasil bekerja di luar
negeri yang dikirimkan kepada keluarga daerah asal digunakan untuk memenuhi
berbagai kebutuhan. Salah satu dan yang paling utama adalah untuk memenubhi
kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi, dan biaya pendidikan anak-anak. Tidak
hanya itu para TKI dapat pula memenuhi kebutuhan lainnya seperti pembannguan

dan perbaikan rumah.
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Dari beberapa penelitian di atas yang paling mirip dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dra. Mita Noveria,
MA, dengan judul “Pekerja Migran Di Luar Negeri dan Dampak Terhadap
Kehidupan Dan Daerah Asal”. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang
kontribusi dari para pekerja migran atau bisa disebut juga sebagai tenaga kerja
indonesia (TKI) terhadap peningkatan ekonomi di daerah asal. Sedangkan untuk
perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dra. Mita Noveria dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pengaruh dari para TKW yang
sedang bekerja di luar negeri terhadap daerah asal mereka. Sedangkan penelitian
yang akan dilakukan ini bertujuan untuk seberapa pengaruh dana remitan yang
bersumber dari TKI terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Tulungagung.

Untuk perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyah Kumalasai dengan
penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah bahwa penilitian ini
menitikberatkan pada pengaruh TKI terhadap kelangsungan hidup berkeluarga
dan kelangsungan pendidikan anaknya, sedangkan pada penelitian yang akan
peneliti lakukan yaitu membahas tentang kontribusi dana remitan TKI terhadap
peningkatan kesjahteraan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung.
Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Tavi Supriana, Perbedaannya
yaitu jika penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari TKI
yang telah purna terhadap peningkatan perekonomian daerah asal, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk seberapa besar kontribusi dana
remitan yang bersumber dari TKI terhadap peningkatan kesjahteraan ekonomi

rumah tangga di Kabupaten Tulungagung.
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C. Paradigma Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang sejauh mana kontribusi dana remitansi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga

di Kabupaten Tulungagung.

Remitansi Tenaga Kesejahtraan ekonomi
rumah tangga di

Kerja Indonesia (TKI)
|::> Kabupaten
Tulungagung
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